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di atas kertas bermaterai Rp 6.08@n Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2. Surat kuasa yang di tandatangani bersama jika nama yang tertera di sertipikat lebih dari 1 (satu)

3. IndentitasPemohon/Penangung Jawab « WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP(Fotokopi) * WNA
: Kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (Fotokopi)

4. Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa
5. Nomor Induk Berusaha (NIB)

6. Jika Badan Hukum / Badan Usaha * Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang,
jika ada) (Fotokopi) * SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh : ¢
Kemenkunham, jika PT dan Yayasan « Kementrian, jika Koperasi * Pengadilan Negeri, jika CV « NPWP
Badan Hukum(Fotokopi) Jika Lembaga/ Kementrian/ SKPD/ BUMN / BUMD -« Surat Keputusan (SK)
Pendirian Badan Usaha dari Instansi Pemerintah apabila merupakan BUMN/BUMD « SK Pengangkatan
penanggung jawab dari SKPD/Kementrian

7. Bukti Kepemilikan Tanah - Sertifikat tanah; Fotokopi Sertipikat Hak Milik/Sertipikat Hak Guna
Bangunan/Sertipikat Hak Pakai / Sertipikat Hak Pengelolaan, (pengecekan legalisasi oleh petugas di
dalam website http://ptsp.atrbpn. go.id) disertai lampiran gambar situasi lahan yang utuh dan jelas, *
Surat girik, hanya dapat dipergunakan pada permohonan bangunan gedung rumah tinggal memiliki
luas tanah paling banyak 200 m2 (dua ratus meter persegi) dan jumlah bangunan sebanyak 1 (satu)
unit dan harus melampirkan: » Surat keterangan asal usul tanah yang diterbitkan oleh Lurah setempat
(Fotokopi yang di legalisasi) * Surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki tidak
dalam sengketa dari Pemilik Bangunan dan diketahui oleh Lurah setempat (Fotokopi yang di legalisasi);
« Surat pernyataan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua
puluh) tahun dengan diketahui oleh Lurah setempat (Fotokopi yang di legalisasi). * Surat Kavling dari
Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur dan diketahui oleh instansi
yang berwenang, harus melampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki
tidak dalam sengketa dari Pemilik Bangunan Gedung dan diketahui oleh Lurah setempat; « Surat
persetujuan/penunjukan Gubernur/Perangkat Daerah untuk Bangunan Gedung bersifat sementara,
Bangunan Gedung di atas/bawah prasarana, Bangunan Gedung di atas/bawah air atau Bangunan
Gedung Khusus dan penampungan sementara; * Surat pernyataan dari instansi pemerintah yang
mengajukan permohonan khusus untuk Bangunan Gedung milik Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah. « Surat keterangan aset dari instansi pemerintah yang mengajukan permohonan khusus untuk
Bangunan Gedung milik pemerintah. Jika dibutuhkan dapat melampirkan dokumen pendukung seperti
: » Fotokopi akta jual beli notaris dipersyaratkan paling banyak 2 (dua) kali pergantian kepemilikan
terakhir; « Fotokopi akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan; ¢ Asli surat keterangan dari notaris atau pejabat yang berwenang; * Fotokopi
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Sistem, M ekanisme dan Prosedbg¢merintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
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PEMOHON PENILAIAN PENILAIAN TEKNIS RETRIBUSI OTORISASI PENCETAKAN

* Mendaftar secara online ADMINISTRAS! « Pencetakan retribusi « Pencetakan retribusi « Penilalan hasll (berkas, hasil. = Pencetakan output

kelengkapan  « « Pengecekan buktl bayar « Pengecekan buktl bayar peninjauan lokas!, retribus) perizinan/non perizinan
berkas dan kesesualan berkas retribusi retribusi « Menyetujul/memperbalkl izin

ALUR PERIZINAN

1. PEMOHON - Mendaftar secara online - Mengupload kelengkapan berkas
PENILAIAN ADMINISTRASI - Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian berkas
PENILAINA TEKNIS - Pencetakan retribusi - pengecekan bukti bayar retribusi
RETRIBUSI - Pencetakan retribusi - Pengecekan bukti bayar retribusi

OTORITAS - Penilaian hasil (berkas, hasil, peninjauan lokasi, retribusi) - Menyetujui/memperbaiki izin

o v M W N

PENCETAKAN - Pencetakan output perizinan/non perizinan

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja
2 Jam 20 Menit (Inovasi)

4 Hari Kerja

Biaya/ Tarif
Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Perda 1 Tahun 2015

Produk Pelayanan

1. 1ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN: BANGUNAN RUMAH TINGGAL LUAS TANAH < 100 M?, KONDISI TANAH
KOSONG ATAU DI ATASNYA TERDAPAT BANGUNAN TUA YANG AKAN DIBONGKAR, DAN JUMLAH
LANTAI S.D 2 LANTAI

Pengaduan Layanan
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Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal
Website : http://pelayanan.jakarta.go.id .
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Telepon : (021) 1500164
Email : bpts.pengaduan@jakarta.go.id
Fax:(021) 3288967
FB : /Pelayananjakarta
IG : @layananjakarta
Twitter : @layananjakarta

Youtube : /layananjakarta
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